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BUPATI KEDIRI
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TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI

Menimbang

Mengingat

a.

1.

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEDIRI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang —
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Nota Dinas
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten
Kediri tanggal 20 April 2015, Nomor 141/1122/418.63/2015, perihal Peraturan
Bupati Kediri tentang Penghasilan Pemerintah Desa serta Berita Acara Rapat
Membahas Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Nomor
141/1736/418.63/2015 tanggal 17 Juni 2015, perlu mengatur Penghasilan
Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di

Kabupaten Kediri

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa ;

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
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Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul,
dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.

Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana
Teknis.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan
dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan
yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana perimbangan
yang diterima Kabupaten Kediri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kediri setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
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BABII
PENGHASILAN TETAP

Pasal 2

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap.

(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB
Desa yang bersumber dari ADD dengan besaran berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :

a. Kepala Desa.

b. Sekretaris Desa sebesar paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari
penghasilan tetap Kepala Desa perbulan, dan

c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh
perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

(4) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan
bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berstatus PNS / TNI / POLRI

(5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

(6) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada
aparatur pemerintah desa berdasarkan keputusan pengangkatan yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TUNJANGAN

Pasal 3
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan dalam rangka
pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Pemerintah Desa
(2) Tunjangan sebagaimana ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat
Desa berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa dan dicantumkan dalam APBDesa.
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BAB IV
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 4
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penerimaan lain yang sah.
(2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Honorarium kegiatan.
b. Lain-lain penerimaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(3) Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dicantumkan dalam APBDes.

BAB V
PENGHENTIAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 5
(1) Penghentian pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang
sah dilakukan apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa :
a.  Meninggal dunia;
b.  Permintaan sendiri; atau
c.  Diberhentikan.
(2) Penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak Surat
Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan ditetapkan.

Pasal 6
(1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan 50 %
(lima puluh persen) dari penghasilan tetap dan lain-lain penerimaan yang sah
sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b.
(2) Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak Surat
Keputusan Pemberhentian Sementara ditetapkan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7
Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penghitungan dan
pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan yang sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 8
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan jaminan kesehatan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ).
(2) Penjabat / Pelaksana Tugas Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat diberikan
imbalan jasa yang besarnya dicantumkan dalam APBDes.
(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan
hormat diberikan imbalan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan berdasarkan Nota Dinas Kepala

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri
tanggal 20 April 2015, Nomor 141/1122/418.63/2015, perihal Peraturan Bupati
Kediri tentang Penghasilan Pemerintah Desa serta Berita Acara Rapat
Membahas Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa Nomor
141/1736/418.63/2015 tanggal 17 Juni 2015 dengan hasil peserta rapat
memutuskan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kediri ditetapkan dengan
Peraturan Bupati dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 - 6 - 2015

BUPATI KEDIRI,

ttd
Diundangkan di Kediri HARYANTI SUTRISNO
pada tanggal 18- 6 - 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ttd Asisten Administrasi Umum
SUPOYO u.b.

Kepala Bagian Hukum

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2015 NOMOR 26 . SE. MM

/ Pendbina
NIP.196703071990031008




